
 SALINAN 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   32   TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL 

HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN DUA RIBU  
METER KUBIK PER-TAHUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kewenangan Izin Usaha Pengolahan 
Hutan Kayu kurang dari 6000 M³ (enam ribu meter) per 

tahun beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha 

Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas 
Produksi Sampai Dengan Dua Ribu Meter Kubik Per-Tahun; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 09 TAHUN 

2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL 
HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI 
DENGAN DUA RIBU METER KUBIK PER-TAHUN. 

 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 

2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 
Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Dua Ribu Meter 
Kubik Per-Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2013 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. 
 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 28 Desember 2018 
 

Plt BUPATI PURBALINGGA 
WAKIL BUPATI, 

 
                  ttd 

            
DYAH HAYUNING PRATIWI 
 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 31 Desember 2018 
 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 
                ttd 

 
      WAHYU KONTARDI 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 32 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 

TENGAH : (20/2018)      
 
 

 
 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR  32  TAHUN  2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  

NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL 
HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN DUA RIBU  

METER KUBIK PER-TAHUN 
 
 

I. UMUM  

 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kewenangan Izin Usaha Pengolahan Hutan Kayu kurang dari 6000 
M³ (enam ribu meter kubik) per tahun beralih menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Industri 
Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Dua 
Ribu  Meter Kubik Per-Tahun 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1   

      Cukup jelas 

Pasal 2  

      Cukup jelas 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 77 

 


